BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMORg 5, 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA MUHAMMAD MARASABESSY, SE
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah
, dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun
Anggaran 2010, maka Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum® Daerah
(BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungannya satuan kerja
pengelola keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum
Daerah (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Saudara Muhammad Marasabessy, SE selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

-

Mengingat . Undang—undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
~ Pembentukan Daerah—daerah Swatantra Tingkat Il Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku menjadi

Undang-undang;

N

. Undang—undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—pokok
Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Undang—undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

8. Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dana
Perimbangan;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku
Utara;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Saudara Muhammad Marasabessy, SE, NIP.
19710507 199303 1 013, Pangkat Penata, Gol. lll/c, selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud Diktum Pertama,
mempunyai tugas menerbitkan dan menandatangani SP2D;

Kuasa BUD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua, bertanggung jawab kepada BUD;

Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum j

Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum
sebagai berikut : /

SPESIMEN
/ KUASA BUD

TANDA TANGAN PARAF
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KELIMA . Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Halmahera Barat Nomor 79.A Tahun 2010,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya
mengacu pada keputusan ini;

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite'tapkan.
PEJABAT PARAF Ditetapkan di : Jailolo
/ padatanggal @19 gy1i 2010

Sekretaris Daerah
BUPATI HALMAHERA BARAT,
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Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,

2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.



